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PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : ,3 TAHUN 2007
TENTANG
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
sk BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pungutan Pajak
A Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
903/2429/81  tanggal 21 September 2005, tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2006 dan Pe nggungjawaban pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2005, Lampiran ILA.1.b angka 1

b. bahwa Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 77 Tahun 1989
ientang  Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan
Daerah Tingkat II Barito Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan sekarang perlu diganti dengan Peraturan Bupati
Barito Selatan ;
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Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3954 ),

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor : 118
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4138 )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2003
tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Daerah Tahun 2003
Nomor : 3 ) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :43 tahun 1999 tentang
Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan lain-lain

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 173 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 2004 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun

2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah :

14. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 42.a Tahun 2005
tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan :
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Barito Selatan ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito
Selatan ;
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BAB I
BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3
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Biaya pemungutan diperhitungkan atas dasar prosentase dari realisasi
penerimaan Pajak Daerah  seperti ; Pajak Pengambilan dan Pengolahan
Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel dan Restoran Pajak Rekiame, Pajak
Hiburan, Pajak Kendaraan tidak Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan yang
disetor ke Kas Daerah atau yang diterima Dinas Pendapatan Daerah dan
disetor ke Kas Daerah.
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BAB V

TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN UANG
INSENTIF / UPAH PUNGUT DARI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH

Pasal 7

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku Koordinator
dibidang Pendapatan Daerah yang mengusulkan permintaan SPD Uang Insentif /
Upah Pungut tersebut pada Bagian Keuangan Seida Kabupaten Barito Selatan
dengan melampirkan Tanda Bukti Setoran dari PT. Bank Pembangunan
Kalimantan Tengah Cabang Buntok.

Pasal &

Untuk melaksanakan pembayaran kepada Badan, Kantor, Dinas, Instansi dan
Kecamatan yang terkait dengan pungutan penerimaan Pajak Daerah akan dibayar
oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan
melalui Bendahara Pencrimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito
Selatan sesuai dengan jumlah setoran.

Pasal 9

Pembagian Insentif / Upah pungut dari penerimaan Pajak Daerah Khusus Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan pembagiannya kepada aparat / staf
diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

(1). Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaan perminiaan dan pembayaran Uang Insentif / Upah Pungut dari
penerimaan pajak daerah, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati Barito Selatan ;

(2). Dengan berlakunya Peraturan Bupati Barito Selatan ini, maka Keputusan
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 77 Tahun 1989
tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat II Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 11

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang
mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan,

Ditctapkan di Buntok.
Pada tanggal 15 September 2007

BUPATT BARITP SELATAN
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Diundangkan di'Bunmk .
Pada tanggal, 1 Septenbe30o7

DAFRAH KABUPATEN DIPENKAB | BARAF
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